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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR OO TAHUN 2410

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALLRAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWARBAN PENGGUNAAN
RANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI STTUBONDO,

bahwa sebapai pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di

Kabupaten Situbondo scbagai pelaksmaan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentanp Bantuan Keuangan Kopada Partai Palivk, dipandang
perlu mengatur Pedoman Tata Cara Perhitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungiawsaben Penygunaan Bantuan Kevangan Purtai Politik
Kebupaten Situbonda dengan Peraturan Bupati.

I.

Undang-tndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernbeniukan Deerah -
dacraht dalem linglompan Propinsi Jawa Timur (Lombermn Negara
Republik Indonesia Tabun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ¢ dan Derita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomer 41);

Undang-Undang Momar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
‘fambghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebapuimana felah diubah dengan Undang-Undang Noinor 12 Tahun
2008 tentung Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2004 (entang Pemerintahan Dagrsh (Lembaran Megara Repablik
tndonesia Tahun 2008 Womor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repabiik Indonesia Nomor 4844}

Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2008 tentang Partai Politik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan T.emburan
Nepara Republik Tndonesia Momar 4801} ;

Tndang-Undang Nomor 10 Tahum 2008 tentang Pemiliban Umym
Angoola Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilen Dperah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrab (Lembarsn Negara Republik
Indopesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3836) .

Peraturar Pemerimizh Nomer 5 Tahun 2009 tentang Bantuwm Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1049 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972),



Menetapkan @

Peraturan Menicri Dalam Neperi Nomor 24 Tahun 2009 wniang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan Penyaluran dan Laporan
Pertangpungjawaban Penpgunasn Bantuan Keuangan Partai Politik.
Peraturan Daersh Kabupaten Situbonde Nomor (14 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangzm Kepada Partad Politk.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, PAN LAPORAN
PERTANGGUNGIJAWARBRAN PENGGUNAAN BANTLUAN
KEUANGAN PARTAI POLTTIK KARUPATEN SITUBONDO.

BAB |
KETENTUAN UMUM
PFasal 1

Dalam Peratvuran Bupati ini yany dimakaud dengan :

L.

2.
3.
4

10.

(1)

(2)

Drexah adalah Kabupaten Situbondie.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dupmati adalah Bupait Siebondo.

Newan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Situbondo, yang
sclanjnva discbut DPRD adalah lembaya perwakilan rakyal daerah
scbagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Anggaran Pendapatan dan Belanjs Dacrah, yang selanjulnya disingkat
APBD aialah renceng kevangan taluman pemerintohin dastah yang
ditetapkan dengan Peratuiran Daerah di Kabupaten Situbondo.

Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemiluy tahun 2009 di
Kabupaten Silubondo.

Badan ¥esaman Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah
Badan Kesatuan Ramgsa Politk dan  Perlindungan  Masyarakat
Kahupaten Situbondo.

Komisi Pemilihan Umun adalah Komisi Pemilihan Umam Kabupaten
Situbondo.

Mewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkal DI'C
atau sebutan lainnya adalah pengurus Panai Politik di tingkat daersh
yang ditetapkan berdasarkan hasil kepirtusan musyawarah cabang atau
schutan lainnya vang ditetapkan olch Dewan Pimpinen Pusat Partai
Politik.

Banan Keuangan adalsh bantuan keuwangan yang bersumber dan
APBD yang diberikan secara proporsional oleh pemerintah daerah
kepada Partai Politikk yang mendapatkan kwrsi di DPRL) yang
penghitunganayz berdasarkan jumleh pervlehan suara.

BAE II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2
Bantuan Kecuanpan kepada Martai Poliik dari APBD diberikan oleh
Pemerimtal Ducreh settzp tahunnya.
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adaah Partai 'olitik
yang mendapatkan kursa di DPRD.



(3}

(1)

(2)

E)]

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pade ayar (i) dibenikan
secars  proporsional yang  penghilungannya  berdasarkan  jumlah
peroleharn suara,

Fassl 3
Banuan Kevangan vang bersumber dari APBIY diberikan kepada Partai
Pofitik brgi yvang mendepathan kurst di DPRE.
Besamya Bantuan Kewangan yang diberikan kepada Partai Politik
sebaguimana dimaksud ayal (1) penghitungannya berdasarkan pada
jumiah peroichan suara hasi Pemilu DPRD Tabun 2069,
Jumlah peroichan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud
padu ayat (2} didasarkan pada hasil penghitungan suars secara Nasional
ditetapken aleh KP11

Pasal 4

Tata Cara Penghinmgan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari AFBD
sebagaimana dimmksud dalam pasal 7 avat (1) dan ayat (2) adalzh sebagai
berikut :

.

(1)

@

besarnya nilsi bantuan persuara untuk partai pelitik yang mendapatkan
kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bamiuan
APBD tahun angparan scbclumnye dibagi dengan jumiah perolehan
suara hasil Pemilu DPRD  periode schelumnya  berdaswkan
penghilungan suara yang ditetapkan nleh KPU;

besarnya jumlah bantumn kewangan yeog dialokasikin dalam APBD
astiap tahun uniuk Parkei Politik adalah jumish perolehon saara hasil
Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bamlusn persuars sehagaimana
dimaksud pada baruf a; dan

jumlah baniuan keuangan dari APHD setiap tahunnya kepada parial
politik adalah jumlah perolehan suara pariai politik hasil Pemilu 2009
dikalikan dengan nilal bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada
huruf a

Pasal 5

APRT} whun angparmn sebelumnya dimaksud dalem Pasal 4 hurul a
adalah APBD tahun angearan 2008 untuk penghitungan bantuan
keuzngan kepadn partai politk tahun 2009 - 1014 dan selerusnya.

Perolehan suara hasil pemilu periode sebelummya  sehagaimens
dimeuksud dalam Pasal 4 huref a adslsh peroichan suam hasil Pemnila
DPRD Tahun 2004 untuk penghitungan bantuan kevangan kepade pariai
politik Tahun 2009 — 1014 dan setersnya.
BaB M
PENGANGGARAN DALAM APBD

fazal 6

Bantuan Keuangan kepada Parlai Politik yang diatokasikan setiap labunnya
dalarn APBD schagaimanza dimaksod dalamn pasal 4 woest b diangparkon
dalam jenis belanjs bantsan keuanyan dengan objek belanja bantuan kenangzn
kepada Partai Politik.



()

(2)

N

2)

&)

()

Fosaf 7

Bantuon Keuanpan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD
dianggarkan setiap tabwnoyas olch Femerintah Dacrah.

Penentman besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politk
memperhatiken kemampuan keuang:m Daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
FARTAI FOLITIK

Pasal §

Penpajuan  surat permobonan bantuan  keuangan partai  politik

disampaikan secara tertulis oleh DPC Partat Politik ditandatangani olch

Ketus dan Sekretaris atan sebutan lainnya kepads Bupati untuk

menyalurkan dana banman keusngan ke Rekening Kas Umum Fartai

Politik dengan menggunakan kop sural dam cap stempel partai politik

dengan mclampirkan kefengkapan adminisirasi berupe :

A Sural keputusan Dewan Pimpiman FPusat Parai Politik yang
menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Poliik tingkat
Kabupaten yang dilegalisii olsh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal DPD) Partai Politik atau sebukam lainnya;

b. Foto Copy surat ketcrangan NPWE;

c. Surat keterarmgar auiatifikasi hast! penctapen poolchar kuesi dan
suara partai politik hasil pemiliban umum DPRD yang dilogakisir
Ketua atau Sckretaris KPU ;

d. Nomor rekening kas umum partai pelitik yang dibuktikan dengan

permnyataan pembukuan rekening dari Bank yang bersanghutan;

Rencana pengyotaan dang bantuan keuangan patar politik;

Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantan keuangan

labun anggaran sebefumnyd;

g, Sural pernyatasn partai politik yang menyatakan bersedia dituniut
sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang
tidak benar yang diandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atan
sebutan lainoya distas materai dengan menggunakan kop st partai
potitik ; dan

h. Sutal pernyatan partai politk yang menyulakan bersedia atou
sanggup membauat Japoran perianggungjawaban realisesi pencrimaan
dsn penpgunaan baptuen keuangan yang ditandatangani Kews dan
Bemlahara DPC ataw sebutan lainnya diatas materai dengan
mengounakan kop surat partai politik.

Lampiran sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rngkap 2
(duay.
Sural permohonan sebogaimana dimaksud pada ayat {1} tembusannya

disampaikan kcpada Kepala Badan Kessivan Bangsa, Politik dan
Perlindumgan Masyarakat, dan Ketua Kamisi Pemilihon Umom.

=0

BARY

VERIFTKAS! KELENGKAPAN ADMINISTRASE
PFARTAI FOLITIK

Pasal &

Veritikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimeksud dziam Pasal
8 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapun administrasi pengajuan
permohonan banituan keuangan partat politik.



¢2] Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayar (1) diketuai oich
Kepala Badan Kesataen Bangsa, Politik itban Perlindungan Masyarakat
dan keanggotaannva terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Unsur
Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

(3) Pembentukan Tim Verifikasi sebegaimana dimaksud pada ayat (1)
ditctapkan dengen Keputusan Bupati.

{4) Biaya Verifikasi kelengkapan administrasi schagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebarkan pada API3LY.

Pasat 10
(ly Hasil verifikasi kelengkapan adminisirasi permohonan bantuan
keuangan partai politik dibuat dalam benta acara.
{2} Format beriia acam hesil verifikasi schagimana dimakaud pada ayat (1)
tercamtum dalam Lampiran | dan merupakan bayian yang tidak

FPasal 11

Berita acara hasil verifikusi kelcngkapan administrasi permchonan bantuan
keuangan partai politik disampakan oleh Tim Verifikasi kepada Dupats
dengan melampirkan kelengkapan persymwatmn administrasi  permobonan
hantuan keuangan partai politik sebagai satu kesataan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUNG AN
KEPADA PARTAL POLITIK

Pusal 12

Penyaluran bantwan keuangan ke rmeheming kas umum partai  palitik
dilaksanakan oleh pejabal pengelola kevengan Daerah Kabupaten Situbondo
atas persetujuan Bupat.

Pasal 13

Kelua atau sebutan Jain partai polilik menyampaiken tanda bukti penerimean
bantuzn kowmpan yang distlurkan sebagineom dimalsud delam Pacal 12
kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Deerah Kabupaten
Situbondo.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
FARTAT MHATIK

Pasal 14
Bunmuan keuangan parisi palitik scbagaimana dimaksud dalam Pasat 12,
digunakan schagai dana penunjang kegiatem pendidiken poliik  dan
operasional sekretariar partai politik.

Pazal 15
(1) Kegiatan pendidikan pofitik shagaimena dimaksod dalam Pasal 14
Periaitan dengan -
a Pcningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalm
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;



b. Peningkaan panisipasi politik dan inisiatit masyarakat dafam
kehidupan bermasyarakal, berbangsa dan bermegars;
v. Peningkatan kemandirian, kedewasean dan membanmun karakter
bangsu dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
{2) Kegiatan pendidikan politik sebapaimana dimaksiid padn ayat (1)
dilaksanakan Jdengan memperhatikan kcadifan dan kesetaraan gender
untuk memhanpun stika hudaya potitik sesuai dengan Mancasila.

Pasal 16
Kepiatan operasional sekretariat partai poliftk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal i4 berkaitan dengan ;
a.  Administrasi umum
b. TMerlangganan duya dan |asa
¢. Pemelibaraan dats dan arsip; dan
d. Pemelibaraan peralatan kantor.

BAE VI1Ii

LAYORAN PERTANGGUNGRJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAM KEUANGAN
PARTAI POLITIK

Fasal 17

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan
dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan

Passl 18

{13 Parai politk wajib membual laporan pertanggungjawaban penenmasn
dan pengelvaran keuangan yang bersumber deri dans bantuan APBD,

{2} Laporan pettanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
terdin dari -

a. Rekapitulasi realisasi peoerimaan dan belanja hantvan keuangan
partal politik den rinciun realisasi belanja dana bentuan kenangan
partan politik per kegiatan; dan

k. Barang inventans / modal {fisik), barang persediaan pakai habis dan
pengadasn / penggunaan jasa.

{3) Format laporan pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayal

(2} tercantum dalam Tampiran 0 dan merupskan bagian yeng tidak
terptsahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Peaal 19

Partlai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawuban pencrimagn
dan ypengeluaran kevangan y#ng boersumber dari dana bawiaan APBD secara
berkala | (satu) tahun sekali kepada Pemerimitah Daerah sctelah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuanpan,

Pazal 28

{1} Laporan pertanggumgiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
disampaikan oleh Ketva alaw sebuian lain pariai poliik Tioghat
K abuapien kepada Bupati.

(2] Laporan Pertangpungjswaban sehagimama pada ayat {1) dissmpaikan
paling lambat 1 {satu} bulan sctelah diperiksa oleh Haden Pemeriksa
Keuangan.



Pasal X1

Laporan pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka
untuk diketabus masyarakat.

Pasal 22

Partai politik yang melanggar ketentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal
19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian baniusn keuangan dari
APRD dalam tahun angraran berkensan sampai laporan diterima aleh Bupati.

BARBTX
KETENTUAN PERALIHAN
Pazal 23

{1} Bantuan kewangan kepada partai palitik yang mendapatken kursi &
DPRD hasil pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Bupati
ini terhatung scjek diresmikanpnya keanggolaan DPRD hasil Pemilu
Tahun 2009.

(Z) Besamya bantuah keuangan yang diterima partas politk sebagaimans
dimaksud pada ayat {1) dihitung secarn proporsional mulm sejak
diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemila Tahon 2009 sanpai
dengan si1sa wak tahun engparan 2009,

Pasal 24

Penghilungan, penganggaran dalam APBD, pengmjusn, penyaiuran,
pengpumean, dan Yapotan perianggungiawaban kemtuan keuangan kepads
partai politik sebagimana dimaksud dalam pasal 23 (1) berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahm 2009 tentang Bantuan Keuanpan
Kepeda Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 24 Tahun
2009 tentang Padoman Tatacara penghiivngan, Penganpgaran dalam APBI,
Fengajuan, Penpeluaran dan Lapomp Perfanggunpiawaban  Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik,

BABX
KETENTUAN PENUTLT

Pansl 25

FHa)-hal yang beium diatur dalam Persiuran Bupali ini, sepanjang mengona
teknis pelaksanaannya diatur lebib lamjut oleh Kcpala Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Fasal 26
Peraturan Bupati ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat menperahuinya, memerintahkan pengundangzn
Deraturan Bupadt ini dengan penempatamya dalaim Berita Pacreh Kebupaten
Situbondo.

CHIT 2500 | posos




Diundangkan i Sll}.lbnndu

pada tanggal | .
Pl. SEKRETARIS DAERAH
KABUP SFTUBONDO,

FARID HORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19576104 198303 1010

BERITA DAERAH KARUPATEN SITURONDO TAHUN 2016 NOMOR O&



LAMPIRAN I Peraturan upanﬁltubundu
Tanggal C il
Nomor ©0& Tahun 2010

A FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIVIKASI

RERITA ACARA HASIE. VERIFIKASI
KELENGEAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAL ...................

Pada har ini ............ Tanggal .. Bulan ............... Tahun ............, Tim
venifikasi Kelengkepan Adminisicasi Hantuan Keuﬂngan Kepada Partai Politik yang dibentuk
berdasarkan Kepumsan Bupati Nomor............... Tahunm .... , Tanggal ............. , teleh
melaksanakan verifikas persyaratan administrasi bantusn kcuangan Partm Politik tabun...........
yang diajukan oleh DD / DPW. .. :

Benlasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bawtzan Keuangan kepada Partai
Politik, Tvm menyatakan babwa Partai .................. lelah memenmhi pesyaratan untuk
mendapatkan bantuan kepangan dari Pemnerintah Kabupaten Situbondo yanp didasarkan pada
hasil perolehan suara pads Partai Politik yang mendapatkan kursi i DPRD Kabupaten Sltubondu
]}ﬂd:ﬂ Pemitihan Umum Tahun 2009 sebanvak ............... guara sah X Rp.............
Rp... R

Demikian Berita Acara Haygil Verifikasi Kelengkapen Administrasi Bantuan Keuangan
kepada Partar..........cceeee. ind, dibuat untek depes dipergomakean sebagaimana mestinya,

TIM YERIFTE ASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIE




B FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN

LAMPIRAN [1 Peraturan Bupati Silubondo

1

Tanggal 1

H n"."'lnl

Nomor OB Tabun 2010

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BANTUAN KEUANGAN PARTATPOLITIK..............
TAHUN ANGGARAN. ...

Bersama ini disampaikan laporan

pelm.nggungmhan bantuan kevangan partai politik

yang tclah diperiksa BPK pada tanpgal ........... Bulan. .. Tahun, .....,..... {tertampir)
sebagai berikut -
. - ; 1 q
NO JENIS PENGELUARAN HMLAH REALISASE 1 e b ANGAN
i (Rp) (Rp) :

" r 3 4 3

A | PENDIDIKAN POLITIK ]

B | OPHRASIONAL SEKRETARIAT

| Administrasi Umum

a. Kepetfuan ATK

b. Rapat Intermal Sekretariat

¢. Unghkos Berjalanan Things
daiam rangka mendukung
kepiatan aperasional

sekretariat

A unmnandayadm.]m

&. Telepon dan Listrik

b Air minum

¢ Jusa Pox dan Gira

C_L Surat menyurat

3. Pemeliharaan Data din arsip

4. Pemetiharaan peratatan kamor

JUMLAH

Meangetabuj ;
KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA TIMUM/BENDAHBARA




